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ABSTRAK 

Almukarromah, Luluk. 2022. Pandangan Hakim terhadap Dispensasi Pernikahan 

 Juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Dispensasi

 Perkawinan. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas 

Agama Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing 1: Drs. H. Fathurrahman 

Alfa, M.Ag. Pembimbing 2: H. Humaidi, Mi. Hi. Diplal. 

Kata Kunci: Pandangan Hakim, Dispensasi Usia Perkawinan, Undang-Undang 

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita 

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perihal perkawinan telah diatur oleh 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, di dalamnya mengatur berbagai hal 

tentang perkawinan salah satunya tentang batas minimal usia perkawinan. Dengan 

adanya perubahan tersebut peneliti fokus pada bagaimana pandangan hakim di 

Pengadilan Agama Bangkalan juncto adanya aturan baru tentang penambahan batas 

usia minimal perkawinan tersebut. 

 

Penelitian ini menyuguhkan permasalahan dan pandangan yang di kaji 

dalam konsep dan perilaku di kehidupan sosial, yakni penelitian kualitatif dengan 

jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah 

observasi, wawancara, dan dokumentasi.  

 

Berdasarkan penelitian tersebut, hasil penelitian menunjukkan bahwa, 

pertama, menurut hakim di Pengadilan Agama Bangkalan secara hukum, 

penambahan batas usia perkawinan tersebut sebagai standarisasi untuk masyarakat 

Indonesia yang akan melakukan pernikahan. Kedua, adanya perubahan Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2019 menurut hakim memberi perubahan yang signifikan 

terhadap kasus perceraian terlihat dari angka perceraian yang semakin menurun di 

Pengadilan Agama Bangkalan. Ketiga, menurut hakim dengan adanya Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2016 memberi perubahan terhadap statistika kasus 

dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bangkalan yang mengalami kenaikan 

karena kurangnya pengetahuan masyarakat terkait perubahan batas usia minimal 

perkawinan.  

 

Menjadi tugas pemerintah daerah untuk melakukan sosialisasi terkait 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan batas usia perkawinan 

dan dampak pernikahan dini. Dan menjadi tugas kita bersama sebagai warga 

Negara Indonesia yang baik untuk taat dan patuh mengikuti peraturan yang telah 

dibuat. 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Konteks Penelitian 

Manusia merupakan salah satu makhluk sosial yang artinya mereka saling 

membutuhkan satu sama lain. Bahkan dalam memenuhi kebutuhannya 

manusia membutuhkan manusia lain untuk membantunya. Jadi dalam 

kehidupan sehari-hari didalam segala aspek hidupnya manusia tidak dapat 

berdiri sendiri, mereka saling membutuhkan manusia lainnya. Salah satu 

contohnya yaitu melakukan pernikahan untuk melahirkan keturunan dan 

beregenerasi karena pada dasarnya manusia diciptakan untuk hidup berpasang-

pasangan. Sebagian orang menganggap dengan menikah akan  membatasi 

kebebasannya, tetapi bagaimanapun juga sebagian besar dari masyarakat 

mengakui dengan menikah memberikan jaminan ketentraman hidup bagi 

mereka (Sumpani, 2008:1). 

Sebagaimana tertuang dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

yang kemudian diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang 

Perkawinan, “Perkawinan merupakan sebuah ikatan lahir batin antara seorang 

pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk 

keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. 

Untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal ini perlu adanya sebuah 

kesiapan yang matang sebelumnya baik secara lahir maupun batin serta calon 

mempelai sudah dewasa baik secara psikologis maupun biologis dan dapat 

bertanggung jawab atas keluarga yang akan dibentuknya (Sudharmono, 

1974:2). 



Namun kesiapan seseorang untuk menikah tidak ada tolak ukurnya, maka 

kemudian Negara menetapkan batas usia seseorang boleh melangsungkan 

perkawinan yaitu berdasarkan umur calon mempelai. Sebagaimana dalam pasal 

7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Perkawinan 

hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun 

dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun” yang kemudian 

diamandemen dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berbunyi 

“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 

(sembilan belas) tahun” (Kumolo, 2019:3). 

Jika perkawinan terjadi sebelum ada kesiapan yang matang dari calon 

mempelai, dampak yang tampak akan terjadi yaitu pada bidang pendidikan, 

ekonomi dan kesehatan. Pertama pendidikan, sebagian besar perkawinan 

dibawah umur menyebabkan anak putus sekolah kemudian ini menghambat 

capaian wajib belajar 12 Tahun. Kedua ekonomi, seorang anak yang menikah 

pada usia dibawah umur sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang layak untuk 

menafkahi keluarganya, mendapatkan upah yang rendah, lalu akhirnya 

memunculkan kemiskinan dan eksploitasi anak. Ketiga kesehatan, hal ini 

terkait kondisi kesehatan reproduksi anak wanita yang belum matang ketika ia 

harus melahirkan, bahkan hal terburuk adalah risiko kematian ibu dan anak 

(Hakim, 2016:22-24). 

Dalam pernikahan pasangan suami-istri tidak selalu diwarnai kebahagiaan, 

namun juga ada pertengkaran dalam rumah tangga, merasa tidak bahagia, 

ketidaksetiaan pasangan atau masalah lainnya yang sering terpikir oleh 

pasangan suami istri untuk mengakhiri rumah tangga mereka karena merasa 



tidak adanya keharmonisan dalam hubungan pernikahan. Perceraian dianggap 

sebagai solusi terbaik bagi banyak pasangan yang menikah untuk mengakhiri 

hubungan, setelah tidak menemukan titik temu dari berbagai cara untuk 

berdamai. Dalam pasal 38 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa 

ikatan perkawinan dapat putus karena beberapa alasan, diantaranya adalah: 

pertama, putusnya perkawinan karena peristiwa kematian, kedua dikarenakan 

perceraian dan ketiga atas keputusan pengadilan. Di Jawa Timur, angka 

perceraian meningkat setiap tahunnya dengan beragam faktor penyebab dan 

juga bervariasi. Pada 2011, angka perceraian di Jawa Timur  tercatat  mencapai  

25.907 kasus, kemudian meningkat di tahun 2012 mencapai 27.425 kasus. Pada 

2013 menjadi 74.777 kasus dan pada 2014 meningkat lagi menjadi 81.672 

kasus perceraian (Sukamto, 2017:395-397). 

Dikutip dari Surya.co.id, pada 2020 angka perceraian di Surabaya 18.034 

kasus, kemudian hingga Mei 2021 perkara perceraian masuk 2.454 kasus 

dengan rincian 731 cerai talak (diajukan suami) dan 1.723 cerai gugat (diajukan 

istri) (Arifin, 2021). 

Dalam Undang-Undang perkawinan tidak hanya membahas tentang 

perkawinan dan batas usia perkawinan tapi juga membahas tentang dispensasi 

kawin. Dispensasi kawin merupakan suatu kelonggaran yang diberikan oleh 

pengadilan kepada calon suami istri yang belum mencapai batas umur terendah 

dalam perkawinan, ini disebutkan dalam pasal 7 ayat (2) yang menyatakan 

“Jika terdapat penyimpangan terhadap ketentuan tersebut maka orang tua dari 

pihak laki-laki maupun wanita diperbolehkan mengajukan permohonan 

dispensasi kawin yang dikarenakan alasan yang darurat dan disertai dengan 



bukti”. Adanya pasal ini sebenarnya bukan tanpa alasan tapi bertujuan untuk 

menghindari zina dan maksiat yang semakin tidak terkendali di era global ini. 

Serta dari banyak pertimbangan para hakim pengadilan dan juga keinginan 

pemohon yang merasa mereka sudah cukup siap melangsungkan perkawinan 

dan dengan alasan tertentu yang membuat mereka harus tetap melangsungkan 

perkawinan (Hakim, 2016:22-23). 

Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman (“Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman”) sebagai 

berikut: “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan 

memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat 

”(Akbar, 2009:4). 

Berdasarkan peraturan per-Undang-Undangan diatas, hakim Pengadilan 

Agama Bangkalan memiliki pendapat tersendiri dan wajib mengikuti nilai 

hukum atas perubahan batas usia perkawinan. Penulis tertarik ingin 

mengetahui pandangan hakim di Pengadilan Agama Bangkalan tentang 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan tersebut apakah 

telah efektif dan apakah memiliki pengaruh terhadap statistik permohonan 

dispensasi kawin dan meminimalisir perceraian di Pengadilan Agama 

Bangkalan. Lebih lanjut hal tersebut penulis susun dalam tugas akhir dengan 

judul penelitian “PANDANGAN HAKIM TERHADAP DISPENSASI 

PERNIKAHAN JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 

2019 TENTANG BATAS USIA PERKAWINAN” 



B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Bangkalan terkait 

penambahan batas usia dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019? 

2. Bagaimana pengaruh perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 

dalam meminimalisir perceraian menurut pandangan hakim di Pengadilan 

Agama Bangkalan? 

3. Bagaimana pengaruh perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 

yang sebelumnya adalah Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 terhadap 

statistik permohonan dispensasi kawin menurut pandangan hakim di 

Pengadilan Agama Bangkalan? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pandangan hakim Pengadilan Agama Bangkalan terkait 

penambahan batas usia dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019? 

2. Mengetahui pengaruh perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 

dalam meminimalisir perceraian menurut pandangan hakim di Pengadilan 

Agama Bangkalan? 

3. Mengetahui pengaruh perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 

yang sebelumnya adalah Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 terhadap 

statistik permohonan dispensasi kawin menurut pandangan hakim di 

Pengadilan Agama Bangkalan? 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

pengembangan ilmu hukum. 



b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi hukum 

khususnya tentangusia dispensasi perkawinan. 

c) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam 

bidang hukum khususnya tentang implikasi perubahan Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap jumlah pengajuan dispensasi 

perkawinan menurut hakim Pengadilan Agama Bangkalan. 

d) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam 

bidang hukum khususnya tentang implikasi perubahan Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam meminimalisir perceraian 

menurut hakim Pengadilan Agama Bangkalan. 

e) Memberikan sumbangsih pemikiran akademis kepada Fakultas 

Agama Islam Universitas Islam Malang, khususnya penerapan ilmu 

yang sudah didapatkan dari masa perkuliahan. 

2. Manfaat Praktis  

a) Sebagai syarat menempuh gelar Strata Satu. 

b) Hasil Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat agar 

mengetahui batas usia perkawinan pasca diberlakukannya Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan harapan mempersiapkan 

tingkat kematangan sebuah rumah tangga agar terbentuk rumah 

tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah serta kekal. 

c) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

masyarakat sehingga dapat dijadikan rujukan untuk mengambil suatu 

hukum. 



d) Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi berupa 

masukan bagi pemerintah dalam menjalankan kebijakan terkait 

dispensasi usia perkawinan. 

E. Definisi Operasional 

1. Pandangan Hakim adalah suatu sikap analisa hakim yang dilakukan oleh 

pejabat yang memimpin dan memutuskan perkara persidangan yang 

kemudian menghasilkan pengetahuan dan pendapat (Adnya, 2018:13). 

2. Perubahan Undang-Undang menurut kamus besar bahasa Indonesia yang 

kemudian disingkat KBBI adalah peralihan keadaan Undang- Undang yang 

sebelumnya, perubahan tersebut dapat berupa perubahan pasal, ayat ataupun 

nomor (KBBI, 2021). 

3. Perkawinan adalah ikatan antara laki-laki dan wanita yang permanen dan 

diakui sah oleh masyarakat yang berdasarkan atas peraturan perkawinan 

yang berlaku (KBBI, 2021). 

4. Juncto atau yang biasa disingkat jo menurut Buku Kamus Hukum yang 

ditulis oleh JCT Simorangkir, Rudy T Erwin, dan JT Prasetyo Juncto yang 

berarti berhubungan dengan, bertalian dengan. Istilah ini dimaksudkan 

untuk menghubungkan atau mengaitkan undang-undang, pasal, atau 

ketentuan-ketentuan yang satu dengan undang-undang, pasal, ketentuan-

ketentuan yang lainnya dan biasanya disingkat dengan ‘jo 

(Wikipedia:2022).  

 



BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai 

suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa hal ini tercantum dalam Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam Undang-Undang 

tersebut mengatur batas minimal usia perkawinan, usia dispensasi perkawinan 

dan hal-hal yang lainnya. Disini peneliti berusaha manjabarkan bagaimana 

pandangan hakim terhadap perubahan usia dispensasi kawin dan bagaimana 

dampaknya terhadap data perceraian dan dispensasi kawin. 

Tujuan peneliti mengambil judul ini salah satunya sebagai upaya agar 

masyarakat mengetahui perubahan batas usia perkawinan pasca 

diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan menjadi rujukan 

bagi masyarakat untuk mengambil suatu hukum, upaya ini dilakukan agar 

masyarakat mengikuti kebijakan yang sudah dibuat oleh pihak yang berwenang 

dan tetap mendapatkan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat.  

Demikian yang sudah di jabarkan peneliti dari BAB I sampai BAB V 

menyimpulkan bahwa: 

1. Menurut pandangan hakim Pengadilan Agama Bangkalan terkait 

perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan hal 

yang bagus dilihat dari tingkat kematangan dan kesehatan reproduksi 

wanita serta cukupnya psikologis calon mempelai, namun masih 

perlu edukasi ke masyarakat terkait perubahan usia minimal 



perkawinan yang awalnya 16 tahun untuk wanita menjadi 19 tahun 

untuk keduanya. 

2. Perubahan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 terhadap Undang-

Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memiliki pengaruh 

dalam permohonan kasus perceraian dan dispensasi kawin. Dalam 

kasus perceraian yang putus di Pengadilan Agama menurut data 

statistik, di tahun 2019 ada 1.656 kasus percerian putus kemudian di 

tahun 2020 melandai menjadi 1.608 kasus perceraian putus. Faktor 

terjadinya perceraian lebih didominasi faktor ekonomi dan 

perselingkuhan. 

3. Sedangkan dalam kasus permohonan dispensasi kawin setelah 

berlakunya Undang-Undang No 16 Tahun 2019 memberikan 

pengaruh yang tidak terlalu signifkan karena permohonan dispensasi 

kawin hanya mengalami sedikit peningkatan. Tercacat dari tahun 

2020-2021 kasus dispensasi kawin hanya bertambah 1 kasus 

dispensasi kawin yang putus. Permohonan dispensasi kawin hanya 

mengalami peningkatan pada tahun 2019-2020, yaitu dari 27 kasus 

menjadi 111 kasus dispensasi kawin yang diputuskan. Di Bangkalan 

banyak faktor penyebab masyarakat menikah dini yang 

menyebabkan permohonan dispensasi kawin, beberapanya karena 

perjodohan dan paksaan orangtua, hal ini biasanya karena orangtua 

memiliki masalah hutang budi atau hutang harta. Dan faktor paling 

darurat kasus harus diputus  karena calon wanita sudah hamil diluar 

nikah. 



B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas tentunya penulis mengharapkan dalam 

penulisan skripsi ini dapat menjadikan manfaat bagi pembaca, khususnya bagi 

penulis pribadi. Maka ada beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai rujukan 

yang dapat dijadikan sebagai rujukan yang kontruktif, adapun saran yang dapat 

diberikan dalam penelitian ini, sebagai berikut : 

1. Untuk Hakim Pengadilan Agama Bangkalan, dalam memutus perkara 

baik perceraian maupun dispensasi kawin agar lebih selektif melihat 

faktor penyebabnya kecuali yang dalam keadaan sangat darurat. 

2. Untuk Pemerintah Daerah, perlu mengadakan sosialisasi kepada 

masyarakat terkait perubahan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 

tentang perubahan usia minimal menikah yaity 19 tahun, agar tidak 

ada kesalahpahaman serta mengadakan penyuluhan terkait pengaruh 

dan konsekuensi pernikahan dini. 

3. Kepada masyarakat, diharapkan agar meningkatkan kesadaran hukum 

serta mengikuti peraturan yang berlaku di Negara, bahwa usia 

minimal laki-laki dan wanita yang akan melangsungkan nikah adalah 

19 tahun.  

4. Teruntuk Orangtua, untuk memperkenalkan ajaran agama sejak dini 

kepada anak agar terjauhkan dari jurang pergaulan bebas, memberikan 

pengawasan yang ketat, mendidik anak secara intens dan memberikan 

kesempatan kepada anak untuk menuntut ilmu. 
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